— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015,
tanggal 23 Juli 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal
26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/
PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT);

rang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah Diubah Beberapa
Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4,
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
aturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Nomor 5271);

Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK,
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata
Nilai {SPT Masa PPN); Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/

Mengingat : PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang dan Penyetoran Pajak;

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuvangan Nomor 243/PMK.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
1983 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un- serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Fak-
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 {Lembaran tur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Eceran;

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/
nesia Nomor 4999); PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pel-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang aporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

Fajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No-
mor 3264) sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah terakhir dengan Undang-Undang. Nomor 42
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia-Nomor 5069);

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara

. Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan

dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetu-
lan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan
Faktur Pajak dan perubahannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 ten-
tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ba-
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SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA
PPN}.

1.

(1)

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

| yang dimaksud dengan:

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut
dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tem-
pat Pengusaha Kena Pajak (PKP} dikukuhkan.
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP-
2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah
KPP. ‘
SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk doku-
men elektronik.

Aplikasi e-SPT adalah Aplikasi SPT Elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direk-
torat Jenderal Pajak.

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjut-
nya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang
dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik
yvang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direk-
torat Jenderal Pajak.

Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang
dihasilkan dari Aplikasi e-SPT dan aplikasi e-Fak-
tur.

Media elektronik adalah sarana penyimpanan
data elektronik yang dapat digunakan untuk me-

mindahkan data dari suatu komputer ke komputer '

lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc
{CD).

Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan perhitungan-
nya.

Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data
elektronik Induk SPT Masa PPN dan Lampiran
SPT Masa PPN.

Pasal 2
SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang se-
lanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111,
terdiri dari: ‘

(2)

(1)

(2)

(3)

a. Induk SPT Masa PPN 1111

(F.1.2.32.04); dan

b., Lampiran SPT Masa PPN 1111:

1. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyera-
han dan Perolehan (D.1.2.32.07);

2. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Ber-
wujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
{D.1.2.32.08});

3. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluar-
an atas Penyerahan Dalam Negeri dengan
Faktur Pajak (D.1.2.32.09);

4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan
yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP
dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP
dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);

5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan
yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan
BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan

6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masu-
kan vyang Tidak Dikreditkan atau yang
Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Tata cara pengisian serta keterangan yang wa-
jib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran |l Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

- Formulir 1111

Pasal 3
SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud
datam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk :
a. formulir kertas {hard copy); atau
b. dokumen elektronik.
Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk for-
mulir kertas (hard copy) dan aplikasi untuk mem-
buat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk doku-
men elektronik dapat diperoleh dengan cara:
a. diunduh di faman (website) Direktorat Jender-
al Pajak, dengan alamat www.pajak.go.id;
b. diambil di KPP atau KP2KP; atau
¢. digandakan atau diperbanyak sendiri
PKP.
Aplikasi yang dipergunakan PKP untuk membuat
SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

oleh

yaitu:
a. Aplikasi e-SPT; atau
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{4)

{5)

{1

b. Aplikasi e-Faktur.

Aplikasi e-Faktur sefain dapat diperoleh dengan

cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2} juga

dapat diunduh di:

a. htip://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFak-
tur_Windows_32bit.zip (untuk Windows 32
bit);

b. http://svc.efaktur.pajak. go.id/installer/EFak-
tur_Windows 64bit.zip (untuk Windows 64
bit);

¢. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFak-
tur Lin32.zip {untuk Linux 32 bit);

d. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFak-
tur_Lin64.zip (untuk Linux 64 bit); atau

e. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFak-
tur_Mac64 .zip {untuk Macinthos 64 bit)

Dalam hal Formulir SPT Masa PPN 1111 berben-

tuk formulir kertas (hard copy} dilakukan peng-

gandaan, format dan ukurannya harus sesuai
dengan Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal

Pajak ini.

Pasal 4

SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP
sefain PKP yang menggunakan pedoman penghi-
tungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pa-
jak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un-
dang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN
1111 dalam bentuk dokumen elektronik.
Dikecualikan dari ketentuan ayat {2}, bagi PKP
orang pribadi yang belum diwajibkan membuat e-
Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputu-
san Direktur Jenderal Pajak dan yang memenuhi
ketentuan:
a. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh

fima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen terten-

tu yang kedudukannya dipersamakan dengan

(4)

(1)

(2)

Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pem-
batalan} pada -setiap Lampiran SPT dalam 1
{satu) Masa Pajak; dan/a.tau

b. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasan-
ya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari
Rp400.000.000,00 {empat ratus juta rupiah),

dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam

bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam
bentuk dokumen elektronik.

Dalam hal PKP orang pribadi sebagaimana dimak-

sud pada ayat {3), menyampaikan SPT Masa PPN

1111 dalam bentuk formulir kertas (hard éopy),

bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPN 1111 ha-

rus sesuai dengan Lampiran | Peraturan Direktur

Jenderal Pajak ini.

Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan

dalam bentuk dokumen elektronik dengan media

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat {1} huruf b, PKP waijib:

a. menggunakan Aplikasi e-SPT atau aplikasi e-
Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. menyampaikan Induk SPT Masa PPN 1111
dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan
menandatanganinya.

Pasal b
PKP vyang diwajibkan membuat e-Faktur seb-
agaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN
1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur
yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
Tata cara pengisian serta keterangan yang wa-
lib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} mengikuti petunjuk
penggunaan {manual user) aplikasi e-Faktur seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Di-
rektur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

Pasal 6
PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN

1111 dalam bentuk dokumen elektronik, untuk Masa

Pajak berikutnya:

a.

PKP diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN
1111 dalam bentuk dokumen elektronik; dan
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b.

PKP tidak diperkenankan lagi untuk menyampai-
kan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir
kertas (hard copy).

Pasal 7

{1) PKP yang diperkenankan melaporkan Faktur Pa-

jak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara di-
" gunggung adalah:
a. PKP Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ten-
tang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertam-
bahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pen-
jualan atas Barang Mewah; atau
b. PKP vyang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
diatur secara khusus pada Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

(2) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaima-

na dimaksud padé ayat {1) namun melaporkan
Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan
cara digunggl‘mg merupakan PKP yang menyam-
paikan SPT Masa PPN dengan tidak benar.

(3) PKP wajib melaparkan Daftar Pajak Keluaran atas

‘penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak
dalam SPT Masa PPN 1111 pada Formuiir 1111
A2 untuk Masa Pajak yang sama dengan tahggar
Faktur Pajak dibuat.

(4) PKP wajib melaporkan dalam Formulir 1111 B3

atas Pajak Masukan yang menurut ketentuan per-
aturan perundang-undangan di bidang perpajakan
dapat dikreditkan namun tidak dilakukan peng-
kreditan cleh PKP.

() PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111

tetapi isinya tidak benar dapat dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. :

Pasal 8

(1) SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir
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(2)

(3)

(4)

kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan

Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak

ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT

Masa PPN 1111 tersebut.

SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir

kertas {(hard copy} tidak perlu dilampiri dengan:

a. Formulir 1111 A1 dalam hal tidak ada Pem-
beritahuan Ekspor Barang,
Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud yang wajib dilaporkan dalam
Formulir 1111 A1; ] '

b. Formulir 1111 A2 dalam hal PKP tidak mener-
bitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang
menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak
mencantumkan identitas pembeli serta nama
dan tanda tangan penjual dan/atau tidak me-
nerima Nota Retur/Nota Pembatalan yang wa-
jib dilaporkan dalam Formulir 1111 AZ;

¢. Formulir 1111 B1 dalam hal tidak ada Pem-
beritahuan Impor Barang atas impor Barang

Pemberitahuan

Kena Pdjak dan/atau SSP atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean yang waijib dil-
aporkan dalam Formulir 1111 B1;

d. Formulir 1111 B2 dalam hal PKP tidak me-
nerima Faktur Pajak dan/atau tidak menerbit-
kan Nota Retur/Nota Pembatalan yang waijib
dilaporkan dalam Formulir 1111 B2; atau

e. Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak me-
nerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, dan/
atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pem-
batalan atas pengembalian Barang Kena Pa-
jak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat
fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir
1111 B3,

dalam suatu Masa Pajak.

SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan oleh

PKP, dianggap lengkap.

SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam

bentuk dokumen elektronik wajib dilampiri den-

gan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk doku-
men elektronik yang dibuat dengan tata cara
yang ltelah diatur dalam Peraturan Direktur Jen-
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deral Pajak ini,

Pasal 9

Dalam hal SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar

dan dimintakan pengembalian (restitusi} dengan

pengembalian pendahuluan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009, SPT Masa PPN 1111 harus di-

lampiri dengan seluruh dokumen daiam bentuk

hard copy bgrupa:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan
Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Ti-
dak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam
Formulir 1111 A1;

b. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota
Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam
Formulir 1111 A2;

c. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Ba-
rang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak
atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pa-
bean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir
1111 B1;

d. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota
Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam
Formulir 1111 B2; I

e. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/
Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkarf
dalam Formulir 1111 B3.

Dikecualikan dari ketentuan melampirkan doku-

men dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} huruf b, huruf d dan huruf e,

dalam hal dokumen tersebut berupa e-Faktur:

SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar Restitusi yang

tidak memenuhi ketentuan-ayat (1) dan (2} diang-

gap SPT tidak lengkap.

Pasal 10
Penyampaian SPT Masa PPN 1111 oleh PKP ke
KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direk-
tur Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan cara:
a. langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

(2)

(3}

(4)

(1)

(2)

¢. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir den-
gan bukti pengiriman surat; atau

d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP

dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ meliputi:

a. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir
kertas {hard copy); dan

b. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk doku-
men elektronik yang disampaikan dalam me-
dia elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5).

SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP

dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) buruf d hanya untuk SPT Masa PPN berbentuk

dokumen elektronik selain yang dimaksud pada

ayat (2} huruf b.

Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d dapat berupa layanan yang di-

lakukan oleh Penyalur SPT Elektronik atau sal-

uran tertentu lainnya yang ditentukan dan/atau

\ disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur mengenai Penyampaian Surat Pemberi-
tahuan Elektronik.

Penyalur SPT Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan pihak yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan
SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak me-
lalui laman Penyalur SPT Elektronik.

Pasal 11
Penelitian terhadap SPT Masa PPN 1111 yang
disampaikan dengan cara langsung dan dalam
bentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan oleh
KPP atau KP2KP setiap kali pada saat SPT Masa
PPN 1111 diterima.
Penelitian dan pengujian data terhadap SPT Masa
PPN 1111 yang disampaikan dengan cara lang-
sung dan dalam bentuk dokumen elektronik yang
disampaikan dalam media elektronik dilakukan
oleh KPP setiap kali pada saat SPT Masa PPN
1111 diterima.

Pasal 12

Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT

59




Sl e T Py PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 3

Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011 dan/

atau Masa Pajak setelah Januari 2011, untuk:

a. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam
bentuk dokumen elektronik, SPT Masa PPN
Pembetulan dilampiri dengan seluruh Lampiran
SPT dalam bentuk dokumen elektronik;

b. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam
bentuk formulir kertas (hard copy), SPT Masa
PPN Pembetulan cukup dilampiri dengan Lampi-
ran SPT yang dibetulkan.

] Pasal 13

{1} Dalam hat PKP melakukan pembetulan SPT Masa
PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Janu-
ari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggu-
nakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan
formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.

(2) Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak
sebelum Masa Pajak Januari 2011 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PKP ses-
uai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan perpajakan.

Pasal 14

Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akKi-
bat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan
setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang
diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direk-
tur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang
Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan:
Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan,
Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata
Cara Pembatalan Faktur:Pajak dan perubahannya.

Pasal 15 3
Dalam hal PKP adalah PKP yang diwajibkan
membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk
Masa Pajak sebelum Masa Pajak dimulainya kewa-
jiban membuat e-Faktur, pembetulan dilakukan den-
gan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama

dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.

Pasal 16

(1) PKF dianggap tidak menyampaikan SPT Masa
PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disam-
paikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini.

{2} PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan perpajakan.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini mulai berlaku:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai {SPT Masa PPN) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per-
aturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2014
tetap berlaku, untuk pelapcran SPT Masa PPN
Masa Pajak Januari 2011 sampai dengan Masa
Pajak Juni 2015; dan

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur
tentang SPT Masa PPN sepanjang tidak berten-
tangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan
untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai
Masa Pajak Juli 2015,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2015
‘DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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